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BUPATI SAMPANG 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  :     15    TAHUN  2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 31 TAHUN 2011 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  

KABUPATEN SAMPANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 

2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis 

Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat 

maka kebutuhan operasional dan mekanisme penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas perlu disesuaikan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 

Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
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(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/ 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat; 

13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 138/MENKES/PB/III/2009 dan Nomor 37A Tahun 2009 
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tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT (Persero) 

Asuransi Kesehatan Indonesia  dan Anggota Keluarganya; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2581/MENKES/PER/XII/ 

2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar 

Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2011 Nomor 5); 

17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2008 Nomor 35); 

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Puskesmas Dan 

Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 

Nomor 25); 

19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di 

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 31); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SAMPANG NOMOR : 31 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 

LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG  

 

Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 

Nomor 31) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan pada ayat (4) Pasal 14 BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 14 

 

(1) Seluruh hasil penerimaan retribusi pasien umum non penjaminan maupun 

hasilpenerimaan klaim retribusi pasien penjaminan (Askes PNS, Inhealth, 

Jamsostek, Jasa Rahardja, Asuransi Perusahaan, Program JAMKESMAS, 

Program JAMKESDA) berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. seluruh penerimaan disetor Bruto Ke Kas Umum Daerah; 

b. seluruh  penerimaan  sebagaimana  dimaksud huruf a, digunakan untuk 

membiayai kebutuhan belanja operasional kegiatan Upaya Kesehatan 

Perorangan di Puskesmas dengan jaringannya dan di UPTD Labkesda. 

(2) Pemanfaatan seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah 

ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

(3) Setiap tahun Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda menyusun 

perencanaan target pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan 

perencanaan pemanfaatan seluruh target pendapatan tersebut dalam 

dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dalam 2 (dua) komponen 

utama, yaitu Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan. 

(4) Alokasi anggaran untuk komponen Jasa Pelayanan, maksimal 70% (tujuh 

puluh perseratus) dari rencana target pendapatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

(5) Dalam hal alokasi anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

terdapat kekurangan, maka diajukan usulan anggaran tambahan secara 

proporsional atas perubahan target pendapatan menggunakan mekanisme 

Perubahan APBD (P-APBD) tahun berjalan. 

(6) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) merupakan kategori jenis Belanja Langsung 

dijabarkan dalam jenis jenis belanja, meliputi : 

a. belanja pegawai, untuk komponen jasa pelayanan; 

b. belanja  barang/jasa, untuk  komponen  jasa  sarana  dari  tarif  retribusi 

berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost); 
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c. belanja modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat 

medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang 

merupakan komponen tarif retribusi. 

(7) Kepala Dinas Kesehatan  berdasarkan  usulan  perencanaan   anggaran 

pendapatan dan anggaran belanja UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda, 

mengajukan kebutuan keseluruhan anggaran kepada Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sampang untuk dikonsolidasikan 

dengan usulan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. 

 

2. Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal  25 

  

(1) Setiap tahun Dinas Kesehatan wajib menetapkan usulan alokasi jasa 

pelayanan dalam RKA SKPD Dinas Kesehatan paling sedikit 70% (tujuh 

puluh perseratus) dari rencana target pendapatan Puskesmas dan UPTD 

LABKESDA dilingkungan Dinas Kesehatan. 

(2) Dalam hal target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapai dilakukan penyesuaian dan diajukan dalam DPA Perubahan (P-

APBD) tahun yang berjalan. 

 

3. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal  41 

 

(1) Setiap penerimaan dibukukan secara tertib dan benar setiap hari kerja 

kedalam Buka Kas (Cash Bases). 

(2) Bendaharawan induk di Puskesmas paling lambat 6x24 jam wajib setor ke 

Kas Umum Daerah atau ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang 

ditunjuk. 

(3) Pembukuan Piutang Pasien Umum dilakukan secara tertib sesuai dengan 

nilai buku/SPH dan dilakukan monitoring harian atas transaksi perubahan 

terhadap piutang yang terbayar. 

(4) Pembukuan Piutang pasien penjaminan pihak ketiga dilakukan secara tertib 

dalam Buku Akun Tersendiri untuk memudahkan dilakukan monitoring 

kelancaran klaim.  
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Pasal  II 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

 

   Ditetapkan di : Sampang 

   pada tanggal : 29   Mei   2013 

 

  BUPATI  SAMPANG, 

 

 

     A.FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal   :  29   Mei   2013 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19610114 198603 1 008 

 

 

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor  : 15 

 

 

 


